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Abstract 
This study examines the role of monetary policy in supporting the growth of sharia finance, which has become an important global phenomenon, especially in countries with large Muslim populations. The purpose of this study is to examine how monetary policy can create a conducive environment for the development of sharia financial institutions and identify the supporting factors and challenges faced by the sharia financial sector. The results of the study show that a well-designed monetary policy can help stabilize the economy, control inflation, and encourage investment in accordance with sharia principles. In addition, the integration between monetary policy and sharia financial regulations is very important to encourage product and service innovation. Despite challenges, such as a lack of understanding among policymakers regarding sharia principles, this study finds great opportunities for the growth of sharia finance by increasing financial literacy in the community. The main conclusion of this study is that monetary policy has a crucial role in encouraging the growth of sharia finance. With the right approach, these policies can contribute to the creation of an inclusive, fair, and sustainable financial system. The importance of integration between monetary policy and sharia principles must be considered in order to achieve economic stability and community welfare. Further research is needed to explore the unrealized potential and to overcome the challenges that exist in the development of the sharia financial sector. 
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1. Pendahuluan 
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Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan keuangan syari'ah telah menjadi fenomena global yang signifikan, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Keuangan syari'ah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, menawarkan alternatif terhadap sistem keuangan konvensional dengan menekankan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Pertumbuhan ini tidak hanya dibuktikan dengan meningkatnya jumlah institusi keuangan syari'ah, tetapi juga dengan bertambahnya produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syari'ah.
Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi pertumbuhan sektor ini adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter, yang dikelola oleh bank sentral, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi perkembangan sektor keuangan. Dalam konteks keuangan syari'ah, kebijakan moneter dapat membantu menstabilkan perekonomian, mengendalikan inflasi, dan mendorong investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
Kebijakan moneter memegang peranan krusial dalam pengembangan sistem keuangan di seluruh dunia, termasuk dalam konteks keuangan syariah. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, kebutuhan akan kebijakan moneter yang efektif untuk mendorong pertumbuhan keuangan syariah menjadi semakin mendesak. Keuangan syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, tidak hanya menawarkan alternatif bagi umat Muslim tetapi juga memberikan solusi bagi masyarakat luas yang menginginkan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. 
Sejak munculnya lembaga keuangan syariah pertama pada akhir abad ke-20, industri ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa aset keuangan syariah di seluruh dunia terus meningkat, didorong oleh permintaan yang kuat untuk produk-produk keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan investasi tetapi juga sesuai dengan prinsip etika dan sosial. Di banyak negara, keuangan syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan nasional, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas finansial.
Kebijakan moneter mencakup tindakan yang diambil oleh otoritas moneter, seperti bank sentral, untuk mengatur jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan inflasi. Dalam konteks keuangan syariah, kebijakan ini harus dirancang sedemikian rupa untuk mendukung prinsip-prinsip syariah, yang melarang praktik riba, gharar, dan maysir. Kebijakan yang mengutamakan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Integrasi kebijakan moneter dengan keuangan syariah memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan sistem konvensional.
Misalnya, instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga tidak dapat diterapkan secara langsung dalam konteks keuangan syariah. Sebaliknya, penggunaan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk dan mudharabah, menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang efektif. Dengan mengadopsi pendekatan ini, otoritas moneter dapat mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
Meskipun terdapat potensi yang besar, terdapat juga tantangan dalam penerapan kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan keuangan syariah. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman di kalangan pemangku kebijakan mengenai prinsip-prinsip syariah dan bagaimana mereka dapat diintegrasikan dalam kerangka kebijakan moneter. Selain itu, ketidakpastian pasar dan volatilitas ekonomi global dapat menghambat pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Namun, dengan meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai keuangan syariah di kalangan pemangku kebijakan, serta menciptakan kerangka regulasi yang mendukung, peluang untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor ini sangat besar. 
Dalam konteks global yang semakin terhubung, keuangan syariah dapat berperan sebagai jembatan untuk menciptakan inklusi keuangan yang lebih luas dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter yang efektif adalah elemen penting dalam mendorong pertumbuhan keuangan syariah. Dengan pendekatan yang tepat, integrasi antara kebijakan moneter dan prinsip-prinsip keuangan syariah dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas finansial, dan pemerataan kesejahteraan. Penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini sangat diperlukan untuk mengeksplorasi potensi yang belum terwujud dan mengatasi tantangan yang ada.
Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kebijakan moneter dalam mendorong pertumbuhan keuangan syari'ah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung dan tantangan yang dihadapi. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif untuk memfasilitasi perkembangan sektor keuangan syari'ah di masa depan.
2. Kerangka Teori
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Gambar 1. Kerangka Teori

2.2 Pustaka Rujukan
Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi
Upaya mengendalikan kondisi perekonomian suatu negara disebut dengan kebijakan moneter. Yang utama adalah mengatur kestabilan nilai  dan jumlah uang yang beredar di masing-masing negara. Kebijakan makro tersebut diharapkan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi riil. Kebijakan moneter erat kaitannya dengan uang, sehingga tugas utama dalam memahami isi artikel ini adalah  memahami konsep uang. Definisi uang dalam Islam sangat terbatas. Salah satu hal yang dilarang keras adalah perdagangan uang.
Keberhasilan kita dalam menafsirkan uang  Islam juga akan menghasilkan pemahaman yang bulat mengenai kebijakan ekonomi Islam. Mengingat  nilai uang mencerminkan kestabilan harga yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan pengaruh lainnya suatu negara, maka penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu konsep uang dalam Islam (Ajna, 2017).
Kebijakan moneter telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan besar perekonomian dunia dalam beberapa dekade terakhir dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tren perekonomian. Mirip dengan negara lain, kebijakan moneter Indonesia sangat penting dalam membentuk perekonomian dan berbagai subsektornya, termasuk perbankan syariah (Ismail, Indrawati 2020).
Kebijakan moneter merupakan alat yang digunakan Bank Indonesia untuk mengendalikan variabel-variabel keuangan seperti tingkat suku bunga dan peredaran uang, dengan tujuan menjaga kestabilan nilai uang terhadap faktor internal dan eksternal. Stabilitas nilai moneter menjadi penting karena mempengaruhi stabilitas harga yang pada akhirnya mempengaruhi tercapainya tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Terpenuhinya kebutuhan dasar, pemerataan pemerataan, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi optimal dan stabilitas perekonomian. (Febrianti et al., 2024)
Kebijakan moneter adalah kunci untuk mengendalikan perekonomian. Namun, pandangan mengenai kebijakan moneter mungkin berbeda tergantung pada sistem ekonomi yang dipilih. Sistem ekonomi tradisional dan Islam memiliki pandangan berbeda mengenai kebijakan moneter. Sistem ekonomi moneter Islam mempunyai tujuan utama untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan, sehingga mengarah pada keselarasan antara sektor moneter dan perekonomian secara keseluruhan. Meningkatnya aktivitas peminjaman oleh bank syariah akan mempengaruhi keseimbangan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi.
Di Indonesia, perkembangan sistem keuangan syariah terus mengalami kemajuan pesat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan produk moneter syariah, perbaikan kinerja dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Hingga Juli 2021, jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun melalui bank syariah mencapai Rp 504 triliun, dan dana yang disalurkan mencapai Rp 405 triliun. Bahkan di masa pandemi, aset keuangan syariah Indonesia berjumlah Rp 1.802,86 triliun atau $127,82 miliar per Desember 2020, 65,73% di antaranya dikelola oleh 12 bank umum syariah. Jumlah rekening bank dan keuangan syariah juga meningkat secara signifikan (Triana, dkk,2024).

Keuangan Syari'ah Prinsip dan Pertumbuhan
Secara umum uang merupakan sesuatu yang diterima secara luas di suatu daerah tertentu sebagai alat pembayaran, pembayaran utang, atau pembelian barang dan jasa (Kasmir, 2014). Uang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan sosial dan ekonomi manusia dan bertindak sebagai alat tukar. Syariat Islam mengajarkan bahwa uang (dalam bentuk apapun) digunakan untuk mencegah seseorang dieksploitasi oleh orang lain. Nabi Muhammad SAW melihatnya dalam beberapa hadis. Kami menyarankan Anda untuk tidak menukar barang berkualitas rendah dengan barang berkualitas lebih tinggi (kecuali kuantitasnya sama). Pertama, jual produk berkualitas rendah dan gunakan hasil penjualannya untuk membeli produk berkualitas tinggi. (Ajna 2017)
Indonesia merupakan negara yang memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam (Randeree, 2020); (Musta’anah & Sopingi, 2019). Oleh karena itu, perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Basri et al., 2020). 
Seiring dengan berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia, semakin banyak masyarakat yang memilih menggunakan layanan keuangan syariah dibandingkan konvensional (Cholifah et al., 2023). Hal ini dapat dilihat dari jumlah bank umum syariah serta lembaga keuangan mikro (LKM) atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang semakin bertambah tiap tahunnya (Tamanni et al., 2022).
Namun demikian, meskipun pemerintah telah memberikan dukungan terhadap pengembangan industri perbankan syariah melalui berbagai program dan insentif fiskal (Ascarya, 2022), namun masih ada tantangan dalam mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan perekonomian nasional (Sukmana et al., 2023). 
Oleh karena itu, analisis mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana kontribusi mereka bagi pertumbuhan ekonomi nasional serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kinerja mereka. (Madura, 2024)
Dalam penelitian Muttaqin et al. (2021) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan pendanaan syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga dapat membantu meningkatkan inklusi finansial di Indonesia. Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat mengenai produk-produk keuangan syariah. Hal ini menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan syariah, sehingga potensi kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa dioptimalkan. (Wahyunitasar et al., 2023)
Bank syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan Indonesia dan operasinya mengikuti prinsip-prinsip Syariah Islam. Selain pertumbuhan dan perkembangan sektor perbankan syariah, penting untuk memahami bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi stabilitasnya. Kebijakan moneter, termasuk penetapan suku bunga, manajemen likuiditas, dan perangkat kebijakan lainnya yang diterapkan oleh bank sentral, mempunyai dampak  signifikan terhadap kesehatan dan stabilitas bank syariah (Mailindra, Bashri, dan Sujadi 2022).

Dampak Kebijakan Moneter terhadap Lembaga Keuangan Syari'ah
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro menuju keadaan yang diinginkan (lebih baik) dengan mengatur jumlah uang beredar. Situasi yang lebih baik berarti meningkatkan produksi neraca dan/atau menjaga stabilitas harga inflasi terkendali (Raharja, Manurung, 2009).
Studi Iqbal dan Mirakhor (2011) menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang komprehensif dan adaptif dapat meningkatkan likuiditas lembaga keuangan syariah. Dengan menetapkan suku bunga yang sesuai, bank sentral dapat menciptakan kondisi di mana lembaga-lembaga tersebut dapat menawarkan produk keuangan yang kompetitif. Hal ini dapat meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di pasar global.
Studi oleh Ahmad dan Hassan (2008) menambahkan bahwa kebijakan moneter yang stabil juga berkontribusi terhadap pengelolaan risiko yang lebih baik di lembaga keuangan syari'ah. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, lembaga-lembaga ini dapat menghadapi tantangan dalam mempertahankan likuiditas dan profitabilitas. Oleh karena itu, dukungan dari kebijakan moneter yang responsif sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan syari'ah dapat beroperasi dengan efisien.
Lebih jauh, penelitian oleh Kamarudin et al. (2016) menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan moneter dan regulasi keuangan syari'ah untuk mendorong inovasi produk dan layanan. Hal ini dapat menciptakan pasar yang lebih dinamis dan kompetitif, sehingga meningkatkan partisipasi investor dalam produk keuangan syari'ah. 
Kebijakan moneter merupakan upaya untuk mengatur atau mengendalikan kondisi perekonomian  suatu negara. Komitmen yang disampaikan adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui stabilitas harga dan penghindaran inflasi. Kebijakan moneter juga memungkinkan pemerintah untuk menjaga, memantau, dan menambah atau mengurangi jumlah mata uang yang beredar di suatu negara. (Dini Abdianti, Anisa Restu, Shorafuddin Al Ayyubi, 2023)

Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Keuangan Syari'ah
Sektor keuangan Syariah menghadapi sejumlah tantangan  signifikan, termasuk: Kurangnya pemahaman masyarakat dan kritik negatif terhadap produk keuangan syariah. Tantangan ini memerlukan perhatian  serius dari pengambil kebijakan moneter.  Studi yang dilakukan oleh Ahmad dan Hassan (2008) menunjukkan bahwa pendidikan dan dukungan lembaga keuangan dan otoritas keuangan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap ketentuan syariah. 
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter tidak hanya berperan dalam mengatur perekonomian, namun juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan prinsip pembiayaan syariah.
Berdasarkan penelitian Khusna & Pratama (2021), temuannya menunjukkan bahwa hanya sedikit responden yang memiliki pemahaman yang baik tentang sistem perbankan dan produk perbankan syariah. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain seperti  persepsi negatif terhadap lembaga keuangan syariah dan kurangnya komitmen perbankan dan regulator terhadap manfaat penggunaan layanan perbankan syariah. 
Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi dan mengedukasi masyarakat mengenai produk-produk lembaga keuangan syariah serta manfaat penggunaannya bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini akan  membantu meningkatkan minat masyarakat terhadap layanan perbankan syariah dan berkontribusi terhadap perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia secara keseluruhan (Wahyunitasari et al. 2023).

3 Metodologi
Penelitian ini merupakan Library Research atau Dokumen menggunakan analisis pendekatan  untuk menyelidiki peran kebijakan moneter dalam mendorong pertumbuhan keuangan Syariah di seluruh dunia. Metode ini mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Sumber data utama yang digunakan meliputi literatur mengenai kebijakan keuangan syariah, perkembangan industri keuangan syariah, dan dampaknya terhadap perekonomian global.
Materi ini berasal dari buku, jurnal, artikel, dan sumber terpercaya lainnya, data statistik, seperti data  kebijakan moneter syariah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar, yang disediakan oleh lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan lembaga publik lainnya juga merupakan bagian penting dari penelitian ini.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan pustaka, yaitu peneliti membaca dan menganalisis literatur yang relevan secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman  komprehensif tentang bagaimana kebijakan keuangan syariah diterapkan di berbagai negara, dampak kebijakan keuangan syariah terhadap pertumbuhan, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.
Dengan memanfaatkan analisis dokumen tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan terkini mengenai peran kebijakan moneter dalam mendorong pertumbuhan keuangan syariah di tingkat global. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan serta memberikan wawasan bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi keuangan syariah untuk mengoptimalkan manfaat  sistem keuangan syariah di seluruh dunia.

4 Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Moneter dan Keuangan Syari'ah
Kebijakan moneter merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral dalam melakukan pengendalian serta mengarahkan keadaan ekonomi makro yang sesuai atau yang lebih baik dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar di suatu Negara. Keadaan lebih baik maksudnya yaitu meningkatkan kesetimbangan serta pemeliharaan stabilitas harga, dengan adanya kebijakan ini pemerintah bisa menambah, mengurangi serta mempertahankan sejumlah uang yang beredar secara berlebihan di suatu Negara. (Dini Abdianti et al., 2023)
Kebijakan moneter yakni alat yang disengaja dari bank sentral untuk mempengaruhi variabel keuangan misalnya tingkat bunga dan jumlah uang beredar. Misi yang ditargetkan disini yaitu untuk memelihara stabilnya uang dengan faktor dari dalam dan luar. Stabilnya nilai mata uang ini memperlihatkan stabilnya harga di kemudian hari dan sesuai dengan pencapaian misi suatu pembangunan misalnya memenuhi permintaan dasar nasional, pemerataan penyaluran, perluasan lapangan kerja, peningkatan ekonomi riil, dan stabilnya suatu ekonomi. Manajemen moneter Islam merupakan pengaturan moneter yang berdasarkan kepada unsurunsur Islam.
Kebijakan moneter ini sangat berperan penting untuk mengatur dan menjaga stabilitas prekonomian. Semakin jelas juga bahwa untuk menjaga kestabilan jumlah uang yang beredar maka bank sentral harus berupaya untuk menjaga kestabilan moneter. Bentuk kebijakan moneter salah satunya adalah pengendalian peredaran uang yang beredar secara berlimpah.
Semakin banyak uang yang beredar, maka harga akan naik yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Pernyataan lain juga menyebutkan bahwa kebijakan moneter yaitu kebijakan yang mengacu pada bank sentral terhadap uang yang beredar dan peredaran uang di suatu negara, dengan tujuan mencapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang tinggi,stabilitas harga, dan pembangunan ekonomi yang merata.
Peran prinsip syariah dalam kebijakan moneter adalah krusial dalam mengatur sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan spekulasi menjadi landasan bagi pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan moneter. Misalnya, larangan riba mendorong otoritas moneter untuk mencari alternatif dalam menetapkan suku bunga yang adil dan berkelanjutan, yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.(I. A. Putri & Nasution, 2022).
Selain itu, prinsip syariah juga mempengaruhi pengaturan likuiditas dan regulasi pasar keuangan. Kebijakan moneter yang berbasis syariah cenderung lebih memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam penetapan kebijakan likuiditas dan pengelolaan risiko keuangan. Ini dapat tercermin dalam pendekatan yang lebih konservatif terhadap risiko dan kehati-hatian dalam penggunaan instrumen keuangan yang melibatkan unsur spekulatif atau gharar. (Mansur, 2013).
Dengan demikian, peran prinsip syariah dalam kebijakan moneter adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, memastikan distribusi keadilan, kestabilan harga, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui penerapan prinsip syariah dalam kebijakan moneter, diharapkan dapat tercipta lingkungan keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Muslim dan nonMuslim.(Wulandari, 2021). 
Pendekatan kebijakan moneter yang didasarkan pada prinsip syariah juga menekankan pentingnya distribusi keadilan dalam sistem keuangan. Ini mencakup perlindungan terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam transaksi keuangan. Selain itu, prinsip-prinsip syariah juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan moneter, memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan umum dan mencapai tujuan-tujuan makroekonomi yang diinginkan.(Sitepu, 2017).
Dengan mendasarkan kebijakan moneter pada prinsip-prinsip syariah, diharapkan sistem keuangan dapat beroperasi dalam batas-batas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sambil tetap memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini menempatkan penekanan yang kuat pada keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, yang merupakan elemen-elemen kunci dalam membangun ekonomi yang sehat dan berdaya tahan.

Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Keuangan Syari'ah
Pengaruh kebijakan moneter syariah terhadap keuangan menjadi perhatian penting dalam konteks ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Salah satu aspek penting dalam kebijakan moneter syariah adalah pengendalian inflasi, yang merupakan tujuan utama dalam memastikan stabilitas harga yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Kebijakan moneter syariah cenderung lebih konservatif dalam menetapkan suku bunga dan lebih memperhatikan stabilitas harga jangka panjang, yang dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap tingkat inflasi dibandingkan dengan kebijakan konvensional.(Perdana et al., 2020).
Selain itu, pengaruh kebijakan moneter syariah juga dapat terlihat dalam nilai tukar mata uang. Penetapan suku bunga yang lebih rendah atau penggunaan instrumen keuangan yang lebih konservatif dalam kebijakan moneter syariah dapat mempengaruhi aliran modal dan permintaan mata uang negara tersebut. Implikasi ini dapat berdampak pada nilai tukar mata uang, terutama dalam jangka panjang, karena faktor-faktor seperti keseimbangan pembayaran dan kepercayaan investor dapat berubah seiring dengan kebijakan moneter yang diterapkan. 
Dalam kerangka yang lebih luas, penting untuk memahami bahwa pengaruh kebijakan moneter syariah terhadap inflasi dan nilai tukar dapat berbeda-beda tergantung pada konteks ekonomi dan sistem keuangan negara yang bersangkutan. Dalam mengkaji dampak kebijakan moneter syariah, perlu diperhatikan juga interaksi dengan faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang dapat memengaruhi inflasi dan nilai tukar, seperti politik fiskal, kondisi pasar global, dan ketidakpastian ekonomi.
Pengalaman negara-negara dengan sistem keuangan syariah memberikan wawasan berharga tentang implementasi kebijakan moneter syariah dan dampaknya terhadap stabilitas mata uang. Malaysia, sebagai salah satu pemimpin dalam industri keuangan syariah, telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengalaman Malaysia dalam mengadopsi kebijakan moneter syariah menunjukkan bahwa pendekatan yang berbasis pada keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga dapat menghasilkan hasil yang positif dalam jangka panjang.(Affandi, 2016).
Secara keseluruhan, pengalaman negara-negara dengan sistem keuangan syariah menyoroti pentingnya kesesuaian antara prinsip-prinsip syariah, kebijakan moneter, dan tujuan makroekonomi. Dengan memahami tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengadopsi kebijakan moneter syariah, negara-negara lain dapat mengambil langkahlangkah yang tepat dalam memperkuat sistem keuangan mereka, mempromosikan stabilitas mata uang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Negara-negara dengan sistem keuangan syariah telah mengalami berbagai pengalaman dalam pengembangan dan pengaplikasian prinsip-prinsip syariah dalam keuangan. Berikut adalah beberapa contoh (Affandi, 2016):
a. Indonesia : Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Pendekatan ini bukan hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam, Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya dan pasar yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu bidang potensial untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah dalam mendukung pendanaan prioritas-prioritas pembangunan, seperti proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan pertanian.
Dengan memanfaatkan instrumen-instrumen keuangan syariah seperti obligasi sukuk dan pembiayaan mikro syariah, Indonesia dapat memobilisasi dana dalam skala besar untuk mendukung proyek-proyek strategis yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk meraih potensi penuh dari ekonomi dan keuangan syariah, Indonesia perlu terus memperkuat infrastruktur pasar, regulasi yang kondusif, dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah yang terkemuka di dunia, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat nasional dan regional.
b. Malaysia: Di Malaysia, pertumbuhan ekonomi syariah telah menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah untuk memperkuat sektor keuangan negara. Dengan aset perbankan syariah mencapai RM 350,8 miliar (USD 166 miliar), sektor keuangan syariah Malaysia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sektor ini menguasai 21% pangsa pasar, menegaskan posisi Malaysia sebagai salah satu pemimpin dalam industri keuangan syariah di tingkat global. Pertumbuhan sektor keuangan syariah di Malaysia tidak hanya didorong oleh permintaan domestik, tetapi juga oleh minat internasional yang meningkat terhadap produk-produk keuangan berbasis syariah. 
Pemerintah Malaysia telah aktif dalam mempromosikan pembangunan sektor keuangan syariah sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat status negara sebagai pusat keuangan internasional. Langkah-langkah ini telah mencakup peningkatan infrastruktur pasar, insentif perpajakan, dan dukungan untuk inovasi produk keuangan syariah. Dengan pertumbuhan yang stabil dan dukungan pemerintah yang kuat, sektor keuangan syariah Malaysia diharapkan akan terus berkembang dalam beberapa tahun mendatang. Ini tidak hanya akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Malaysia, tetapi juga akan memperkuat posisi negara ini sebagai pusat keuangan syariah yang penting di tingkat global. 
c. Bahrain: Di Bahrain, sistem keuangan syariah telah menjadi bagian integral dari struktur keuangan negara sejak tahun 1970-an. Bahrain merupakan salah satu pelopor dalam pengembangan sistem keuangan syariah di dunia Arab. Dengan didukung oleh regulasi yang kondusif dan dukungan pemerintah yang kuat, Bahrain telah berhasil membangun lingkungan yang ramah bagi lembagalembaga keuangan syariah. Sejak saat itu, Bahrain telah menjadi salah satu negara dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia. Keberhasilan Bahrain dalam mengembangkan sistem keuangan syariah tidak hanya didasarkan pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang terus berkembang. 
Lembaga-lembaga keuangan syariah di Bahrain terus berinovasi dalam menciptakan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Hal ini telah membantu memperkuat posisi Bahrain sebagai pusat keuangan syariah yang terkemuka di dunia. Dengan warisan yang kaya dan komitmen yang kuat terhadap pengembangan keuangan syariah, Bahrain diharapkan akan terus menjadi pemimpin dalam industri keuangan syariah. Dukungan pemerintah yang berkelanjutan, kerjasama lintas sektor, dan inovasi produk keuangan syariah akan menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi Bahrain sebagai pusat keuangan syariah global.
d. Turki: Turki telah menjadi pusat penting dalam pengembangan sistem keuangan syariah di tingkat global. Negara ini telah mengambil langkah progresif dalam membangun infrastruktur keuangan syariah yang kuat dan beragam. Dengan regulasi yang kondusif dan dukungan pemerintah yang kuat, Turki telah berhasil menarik minat investor dan lembaga-lembaga keuangan syariah dari berbagai belahan dunia. Sejak itu, Turki telah menjadi negara dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam industri keuangan syariah. Pertumbuhan sektor keuangan syariah di Turki telah didorong oleh berbagai faktor, termasuk dukungan pemerintah yang berkelanjutan, inovasi produk keuangan syariah, dan permintaan pasar yang meningkat. Lembagalembaga keuangan syariah di Turki terus berinovasi dalam menciptakan produkproduk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Hal ini telah memperkuat posisi Turki sebagai destinasi utama bagi para pelaku industri keuangan syariah. Dengan potensi pertumbuhan yang masih besar, Turki terus berkomitmen untuk memperluas dan memperkuat sektor keuangan syariahnya. Melalui kerjasama lintas sektor dan lintas negara, Turki dapat memperluas dampak positifnya dalam pengembangan industri keuangan syariah di tingkat global. Ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Turki sendiri, tetapi juga akan meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan.(Ningrum et al., 2024)
Sinergi Kebijakan Moneter dan Regulasi Keuangan Syari’ah
Kebijakan moneter merupakan salah satu bidang kebijakan ekonomi yang berperan sangat penting dalam mengatur dan mendukung stabilitas ekonomi negara. Jika uang yang beredar di negara tersebut berkurang secara tidak perlu, perekonomian negara tersebut akan mengalami resesi. Sebaliknya, ketika jumlah uang yang beredar di suatu negara melebihi permintaan, maka negara tersebut cenderung mengalami inflasi yang tinggi. Ini berarti mengganggu stabilitas keuangan (Y. Sari, 2024) Dan Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana sistem mekanismenya mampu mengalokasikan sumber dana nya secara baik dan bisa membantu pertumbuhan ekonomi, sehingga bisa mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan (Jumiati & Al-Muhajirin Purwakarta, 2022).
Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah melalui bank sentral untuk mencapai tujuan-tujuan makroekonomi, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengendalikan inflasi (Susilowati & Wahyuningdyah dalam Hatidja et al., 2024). Salah satu aspek utama yang perlu dipertimbangkan adalah mekanisme transmisi kebijakan moneter dari bank sentral ke tingkat inflasi. Bank Sentral, termasuk Bank Indonesia (BI) di Indonesia, memiliki peran utama dalam pelaksanaan kebijakan moneter dengan maksud untuk meningkatkan stabilitas nilai rupiah, yang tercermin dalam indikator inflasi dan nilai tukar rupiah. Berbagai mekanisme, seperti operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, rasio cadangan wajib, dan imbauan moral, digunakan dalam operasionalisasi kebijakan moneter. 
Tujuan dari mekanisme tersebut adalah untuk mempengaruhi sasaran moneter melalui pasar uang dan jalur transmisi moneter terhadap suku bunga kredit, harga aset, ekspektasi, dan faktorfaktor lainnya. (Ramadhani et al., 2024). Sedangkan menurut (Setiawan, 2018)Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah terciptanya stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (terjaganya laju inflasi), membaiknya pendapatan per kapita, serta tersedianya kesempatan kerja yang luas. Nurhasanah & Nugroho (2024) memberikan contoh kebijakan moneter, seperti:
a) Politik Diskonto 
Dalam upaya mengendalikan laju inflasi dan mempertahankan stabilitas ekonomi, bank sentral memiliki wewenang untuk melakukan penyesuaian suku bunga diskonto, yaitu suku bunga yang dikenakan kepada lembaga keuangan ketika meminjam dana dari bank sentral. Ketika bank sentral memutuskan untuk meningkatkan suku bunga diskonto, hal ini secara teoritis cenderung mengurangi likuiditassdi pasar karena lembaga keuangan akan mengurangi pinjamannya dari bank sentral mengingat biaya yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat menahan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penurunan suku bunga diskonto bertujuan untuk mendorong lembaga keuangan meminjam lebih banyak dana dari bank sentral, sehingga meningkatkan jumlah uang yang beredar dan dapat menstimulasiiaktivitas ekonomi.
b) Politik Pasar Terbuka 
Kebijakan ini menurut (Purba et al., 2022) merupakan salahssatu instrumen yang strategis, di mana bank sentral berkecimpung langsung dalam pasar keuangan melalui aktivitas jual beli surat berharga. Proses ini dilakukan untuk mempengaruhi suplai uang yang beredar di masyarakat serta level suku bunga di perekonomian. Ketika bank sentral membeli surat berharga dari pasar, hal tersebut menciptakan uang baru yang memasuki sistem perbankan, meningkatkan jumlah likuiditas, dan cenderung menurunkan suku bunga. Sebaliknya, penjualan surat berharga oleh bank sentral bertujuan untuk menyerap uang dari sistem perbankan, mengurangi likuiditas, dan cenderung meningkatkan suku bunga. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengendalikan inflasi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.(Makassar et al., 2024)
Secara garis besar, keuangan syariah di Indonesia terbagi atas perbankan syariah, pasar modal syariah dan indutri keuangan non-Bank syariah. Beberapa lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah serta badan amil zakat dan waqaf dimasukkan dalam industri keuangan nonBank syariah. Regulasi-regulasi yang terkait dengan ketiga sektor tersebut dijabarkan di bawah ini.

1. Regulasi Perbankan Syariah
Dasar hukum berlakunya bank syariah di Indonesia terdapat pada:
a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 
b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
c) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
d) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
Sedangkan peraturan pelaksana perbankan syariah cukup banyak, sekitar 117 peraturan yang terdiri dari Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Berbagai peraturan tersebut dikeluarkan sejak tahun 2004 hingga 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat progres yang cukup tinggi pada regulasi perbankan syariah di Indonesia, ditunjukkan dengan masifnya regulasi pada perbankan syariah tersebut.
2. Regulasi Pasar Modal Syariah
Peraturan dan perundangan yang terkait dengan pasar modal syariah meliputi peraturan dan perundangan yang berlaku umum terhadap aktifitas pasar modal dan ditambah dengan peraturan yang berkait langsung dengan persoalan syariah. Undang-undang dan peraturan-peraturan secara umum meliputi perundangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri hingga peraturan OJK dan surat edaran OJK. Peraturan-peraturan pasar modal yang sifatnya umum tersebut berjumlah 66 peraturan yang dikeluarkan sejak tahun 1995 hingga tahun 2017.
3. Regulasi Industri Keuangan Non Bank Syariah 
Industri keuangan non-Bank syariah meliputi asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, lembaga pembiayaan syariah dan lembaga jasa keuangan khusus syariah. Peraturanperaturan yang berhubungan dengan lembaga industri keuangan non-Bank syariah tersebut diantaranya sebagai berikut;
Regulasi pada asuransi syariah secara umum didasarkan pada undang-undang perasuransian, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Sedangkan berbagai regulasi operasional dari asuransi syariah berjumlah 13 (tiga belas) peraturan yang dikeluarkan mulai tahun 2010 hingga 2017. Beberapa peraturan yang mendesak untuk segera diterbitkan misalnya berkaitan dengan penyesuaian modal minimum berbasis resiko pada asuransi syariah dan persoalan reasuransi syariah.
Selanjutnya pada lembaga pembiayaan syariah, pemerintah mengeluarkan sebanyak 5 (lima) peraturan mulai tahun 2009 hingga 2017 dalam bentuk peraturan presiden, peraturan ketua BAPEPPAM, keputusan ketua BAPEPPAM, hingga surat edaran dari OJK. Sementara itu pada sektor koperasi syariah juga dikeluarkan peraturan sebanyak 5 (lima) peraturan mulai tahun 2004 sampai 2017 dalam bentuk keputusan menteri dan peraturan menteri.
Di samping perundangan dan peraturan-peraturan tersebut, Lembaga Keuangan Syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sampai saat ini (2017) DSN telah memfatwakan sebanyak 109 fatwa, melingkupi fatwa mengenai produk perbankan syariah, lembaga keuangan non-Bank seperti asuransi, pasar modal, gadai serta berbagai fatwa penunjang transaksi dan akad lembaga keuangan syariah Fatwa-fatwa terbaru yang cukup mendesak untuk dipahami oleh masyarakat misalnya fatwa seputar rumah sakit dan pariwisata berprinsip syariah serta pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.
Kebijakan Pengembangan Keuangan Syariah di Indonesia Pengembangan keuangan syariah di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara mulai dari upaya sosialisasi secara masif, pendidikan dan pelatihan hingga penyempurnaan regulasi yang mampu menunjang optimalisasi operasional keuangan syariah di Indonesia. Kebijakan pengembangan keuangan syariah yang tampak menonjol terlihat pada pengembangan kebijakan pada perbankan syrariah, pasar modal syariah dan pada industri keuangan nonBank syariah.

4. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun rencana strategis baru untuk perkembangan industri perbankan syariah nasional yang dinamakan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019. Program kerja dari roadmap tersebut pelaksanaannya terdiri dari tujuh arah kebijakan, yaitu:
a. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, dengan program kerjanya antara lain mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah dan mendorong pembentukan pusat riset dan pengembangan perbankan dan keuangan syariah.
b. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, dengan program kerjanya antara lain: (i) penyempurnaan kebijakan modal inti minimum dan klasifikasi buku Bank Umum Syariah dan (ii) mendorong pembentukan bank BUMN/BUMD syariah serta (iii) optimalisasi peran dan peningkatan komitmen BUK untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai share minimal di atas 10% aset BUK induk.
c. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, dengan program kerjanya antara lain optimalisasi pengelolaan dana haji, wakaf/zakat/infaq sedekah melalui perbankan syariah, mendorong keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah dan dana BUMN/BUMD, serta mendorong penempatan dana hasil emisi sukuk pada bank syariah. 
d. Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk, dengan program kerjanya antara lain: (i) peningkatan peran Working Group Perbankan Syariah dalam pengembangan produk perbankan syariah, (ii) penyempurnaan ketentuan produk dan aktivitas baru dan (iii) kegiatan peningkatan service excellence dan kustomisasi produk sesuai perkembangan preferensi konsumen.
e. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM & TI serta infrastruktur lainnya, dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi, (ii) pemetaan kompetensi dan kajian standar kompetensi bank syariah serta review kebijakan alokasi anggaran pengembangan SDM bank, (iii) evaluasi kebijakan/ketentuan terkait penggunaan fasilitas IT secara bersama (sharing IT) antara induk dan anak perusahaan dan (iv) kebijakan dalam rangka pengembangan inter-operability khususnya antara induk dan anak usaha syariah dan/atau dalam satu grup. 
f. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat, dengan program kerjanya antara lain penyelenggaraan Pasar Rakyat Syariah dan memperkuat kolaborasi dengan kompartemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta pemangku kepentingan utama dalam peningkatan literasi keuangan syariah, maupun melakukan program sosialisasi perbankan syariah bagi key opinion leaders.
g. Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan, dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) penyempurnaan kebijakan terkait financing to value (FTV), (ii) pengembangan dan penyempurnaan standar produk (termasuk dokumentasi) bank syariah sesuai karakteristik usaha, (iii) pengembangan aplikasi Early Warning System (EWS) BUS dan UUS dan (iv) penyempurnaan peraturan terkait kelembagaan BUS/UUS beserta panduan pengawasan & perizinannya.

5. Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah Perkembangan pasar modal syariah dilakukan dengan mengimplementasikan strategi pengembangan pasar modal syariah yang tertuang dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank 2010-20148 serta Master Plan Pasar Modal 2005-2009. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, arah pengembangan dijabarkan dalam program kerja dan rencana aksi, sebagai berikut:9 Arah Pertama. Penguatan pengaturan atas produk, lembaga dan profesi terkait pasar modal syariah melalui 4 (empat) program; a) Memperkuat kerangka hukum untuk penerbitan efek syariah, b) Mengupayakan insentif untuk produk syariah, c) Memperkuat peran pelaku pasar di pasar modal syariah, d) Memperkuat landasan hukum bagi transaksi efek syariah. Arah Kedua. Peningkatan supplay and demand produk pasar modal syariah melalui 4 (empat) program; a) Melakukan kajian pengembangan produk pasar modal syariah, b) Mendorong penerbitan produk pasar modal syariah, c) Memperluas basis investor pasar modal syariah, d) Mengembangkan infrastruktur penunjang pasar modal syariah.(Ulum, 2018)

Tantangan yang Dihadapi
Implementasi kebijakan moneter syariah di Indonesia menghadapi tantangan dan menawarkan peluang yang  signifikan  dalam  pengembangan  sistem  keuangan  yang  lebih  inklusif  dan  berkelanjutan.  Salah  satu tantangan  utama  adalah  kurangnya  pemahaman  dan  sosialisasi di  kalangan  masyarakat  terkait  konsep  dan manfaat kebijakan moneter syariah. Pemahaman yang rendah ini dapat menghambat adopsi sistem keuangan syariah secara luas, meskipun permintaan akan produk syariah semakin meningkat.Selain itu, regulasi yang masih kurang mendukung menjadi kendala lain dalam implementasi kebijakan moneter syariah. 
Diperlukan kerangka regulasi yang jelas dan mendukung untuk memfasilitasi operasional dan pertumbuhan sistem keuangan syariah di Indonesia.
Tanpa regulasi yang kuat, potensi dari kebijakan moneter syariah  untuk  memberikan  dampak  positif  secara  maksimal  mungkin  tidak  dapat  tercapai(Hadi,  2022).Keterbatasan infrastruktur keuangan juga menjadi tantangan serius.
Pengembangan sistem keuangan syariah memerlukan  infrastruktur  yang  memadai,  termasuk  lembaga  keuangan  syariah  yang  kuat  dan  sistem pembayaran  yang  efisien.  Infrastruktur  yang  belum  memadai dapat  menjadi  hambatan  dalam  menyediakan layanan keuangan syariah yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat.(Mutmainah et al., 2024)
Di  sisi  lain,  terdapat  peluang  besar  bagi  pengembangan  kebijakan  moneter  syariah  di  Indonesia. Permintaan yang semakin tinggi akan produk keuangan syariah menciptakan pasar yang berpotensi besar untuk pertumbuhan.  Dukungan  yang  meningkat  dari  pemerintah  terhadap  ekonomi  syariah  juga  menjadi  faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kebijakan moneter syariah.
Dengan memanfaatkan  peluang  ini,  implementasi  kebijakan  moneter  syariah  dapat  meningkatkan  inklusi  keuangan, mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan,  dan  memperkuat  stabilitas  sistem  keuangan  secara keseluruhan. Upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, memperbaiki regulasi, dan  membangun  infrastruktur  yang  kokoh  akan  menjadi  kunci  dalam  meraih  potensi  positif  dari  kebijakan moneter syariah di masa depan(Ramadhan & Beik, 2023).

Perbedaan Keuangan antara konensional dan Syariah terhadap Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah alat Bank Indonesia yang dirancang untuk digunakan untuk mengendalikan variabel keuangan seperti suku bunga dan jumlah uang beredar. Sistem moneter Islam merupakan sistem ekonomi Islam yang mempunyai tujuan yang dapat dicapai, dalam uang islam, antara lain terwujudnya keadilan dan kemanfaatan. Keselarasan antar sektor ekonomi moneter mempengaruhi seluruh sektor perekonomian. Bangkitnya lembaga keuangan syariah mempengaruhi keseimbangan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. 
Sistem keuangan syariah di Indonesia berkembang pesat. Dilihat dari peningkatan dana pihak ketiga (DPK) dan rekening bank syariah, terlihat pada Juli 2021, penerimaan DOK dari bank syariah mencapai Rp504 triliun dan dana yang disetor sebesar Rp405 triliun. Perkembangan real estate dan keuangan serta keuangan syariah akan semakin meningkat dan tumbuh secara eksponensial setiap tahunnya. Kebijakan moneter merupakan upaya untuk mengendalikan kondisi makroekonomi agar dapat berfungsi sesuai keinginan dengan mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Hal ini bertujuan untuk menjamin stabilitas terhadap inflasi dan pertumbuhan produksi yang seimbang. Hampir semua sektor perekonomian saling berhubungan sedemikian rupa sehingga sektor keuangan berkembang lebih cepat dibandingkan sektor riil. Hal ini disebabkan oleh sektor keuangan lebih cepat memberikan keuntungan daripada sektor riil.
Sistem ekonomi tradisional terhadap kebijakan moneter berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Kebijakan moneter konvensional diukur dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), jumlah total pinjaman bank umum (LOAN) dan rata-rata imbal hasil obligasi pemerintah (SUNO). Instrumen yang digunakan sebagai instrumen kebijakan moneter dalam sistem moneter tradisional pada hakikatnya dirancang untuk mengendalikan uang yang beredar dimasyarakat, justru merupakan pemborosan. Pasa saat yang sama, kebijakan moneter dalam sistem Islam tidak mengizinkan instrumen berbunga diamortisasi pasar. 
Kebijakan moneter Islam berfokus pada menjaga sirkulasi sumber daya keuangan. Jadi sederhananya, regulator harus memastikan ketersediaan perusahaan keuangan dan produk keuangan berbasis syariah yang mampu menjaring potensi investasi masyarakat.Pertanyaan pertama berfokus pada kebijakan moneter, mekanisme kebijakan moneter, dan lebih khusus lagi, mekanisme menjalin hubungan positif dengan sektor riil perekonomian. Karena itu adalah bagian. Kebijakan moneter dapat dikatakan tidak mempengaruhi sektor riil perekonomian. Dengan kata lain, perekonomian berkembang dalam siklus penyesalan.
Mekanisme transmisi merupakan saluran atau mekanisme yang menghubungkan kebijakan moneter dengan kebijakan ekonomi. Para ekonom berpendapat bahwa uang memainkan peran penting dalam mempengaruhi kinerja. Di sisi lain, Keynes berpendapat, ada variabel lain yang mempengaruhi hasil riil, misalnya belanja pemerintah. Saat ini, para ekonom sepakat dengan para pengambil keputusan bahwa kebijakan moneter mempunyai dampak yang signifikan terhadap sektor ini, setidaknya dalam jangka pendek, dan menekankan bahwa salah satu mekanisme transmisinya adalah saluran kredit. 
Pada dasarnya implementasi kebijakan moneter merupakan interaksi antar bank sentral. Lembaga keuangan dan pengelola keuangan lainnya, serta bank dan lembaga lainnya. Pada perekonomian sektor riil lainnya. Interaksi ini terjadi dalam dua tahap proses pembubutan Keuangan. Pertama, interaksi bank sentral dengan bank dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai transaksi di pasar keuangan. Kedua, interaksi terkait tindakan mediasi antara sektor perbankan dan lembaga serta operator keuangan lainnya dalam berbagai fungsi sektor riil. (Meydina et al., 2024)
Peran prinsip syariah dalam kebijakan moneter adalah kunci untuk membentuk ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, sambil menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. Kebijakan moneter Islam merujuk pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terinspirasi oleh ajaran Al-Quran dan Hadis. Di antara poin-poin sentralnya adalah larangan terhadap praktik riba atau bunga.
Dalam kerangka kebijakan moneter, prinsip-prinsip syariah mendorong peningkatan cadangan devisa, pembatasan pengeluaran investasi, dan pengaturan jumlah uang beredar untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pembangunan ekonomi yang merata. Pendekatan kebijakan moneter yang didasarkan pada prinsip syariah juga menekankan pentingnya distribusi keadilan dalam sistem keuangan. Ini mencakup perlindungan terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam transaksi keuangan. 
Selain itu, prinsip-prinsip syariah juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan moneter, memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan umum dan mencapai tujuan-tujuan makroekonomi yang diinginkan.(Sitepu, 2017).
Dengan mendasarkan kebijakan moneter pada prinsip-prinsip syariah, diharapkan sistem keuangan dapat beroperasi dalam batas-batas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sambil tetap memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini menempatkan penekanan yang kuat pada keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, yang merupakan elemen-elemen kunci dalam membangun ekonomi yang sehat dan berdaya tahan.
Kebijakan moneter syariah menghilangkan unsur riba dan obligasi bank, yang dilarang dalam ekonomi Islam. Sistem moneter syariah beroperasi pada aturan emas, yang memiliki dampak positif terhadap stabilitas nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing. Kebijakan moneter syariah juga dapat mengatur aliran uang dalam perekonomian untuk menjaga stabilitas harga, inflasi terkendali, dan lapangan pasar. Kebijakan moneter syariah memiliki persamaan dan perbedaan prinsip dengan sistem kebijakan moneter konvensional. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa kebijakan moneter syariah dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing melalui jalur pembiayaan perbankan syariah.(Safitri, 2013).
Dalam konteks kebijakan moneter syariah, bank sentral mengendalikan jumlah uang beredar, suku bunga, dan likuiditas di pasar keuangan untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Kebijakan moneter syariah juga dapat mengatur suplai uang agar tidak beredar secara berlebihan, yang dapat memiliki dampak positif terhadap stabilitas nilai tukar mata uang. bunga atau riba, kebijakan moneter syariah mendorong investasi yang lebih produktif dan berorientasi pada ekonomi riil. Ini berarti bahwa sumber daya keuangan lebih cenderung dialokasikan untuk proyek-proyek yang memberikan nilai tambah nyata bagi perekonomian, seperti infrastruktur, industri, dan sektor riil lainnya.
Dengan demikian, stabilitas mata uang cenderung terjaga karena investasi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, larangan riba dalam kebijakan moneter syariah mempromosikan keadilan dalam sistem keuangan. Dengan tidak adanya bunga, transaksi keuangan menjadi lebih adil dan seimbang, meminimalkan ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat dan beban keuangan di masyarakat. 
Hal ini dapat mengurangi ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi nilai mata uang, karena ketidakadilan dalam sistem keuangan sering kali menjadi pemicu konflik sosial dan ketidakstabilan ekonomi. Terakhir, larangan riba dalam kebijakan moneter syariah juga membantu mengurangi risiko spekulasi dan gejolak pasar yang berlebihan. Dengan tidak adanya bunga, motivasi untuk melakukan spekulasi atau mengambil risiko yang tidak seimbang dalam investasi menjadi berkurang.
Hal ini dapat membantu menjaga stabilitas mata uang dengan mencegah terjadinya gejolak pasar yang tidak stabil dan merugikan bagi nilai mata uang. Dengan demikian, larangan riba dalam kebijakan moneter syariah berperan penting dalam menjaga stabilitas mata uang dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Larangan riba dalam kebijakan moneter syariah memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan suku bunga, kredit, dan inflasi. Pertama-tama, larangan riba mendorong penggunaan instrumen keuangan yang berbasis pada prinsip keuntungan bersama dan berbagi risiko, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. 
Hal ini dapat mengubah dinamika penetapan suku bunga, di mana suku bunga lebih cenderung mencerminkan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak, bukan hanya keuntungan bagi pemberi pinjaman.
Dengan demikian, larangan riba dapat menghasilkan suku bunga yang lebih stabil dan adil, yang pada gilirannya dapat memengaruhi ketersediaan kredit dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. 
Ketika larangan riba diterapkan, kebijakan kredit dalam sistem keuangan syariah menjadi lebih cermat dan berorientasi pada prinsip keadilan dan transparansi. Ini berarti bahwa lembaga keuangan syariah lebih memperhatikan risiko-risiko yang terlibat dalam transaksi kredit dan berupaya untuk mengurangi kemungkinan gagal bayar atau pembayaran yang terlambat. Akibatnya, kredit yang diberikan cenderung lebih terkontrol dan berbasis pada analisis risiko yang lebih ketat, yang dapat mempengaruhi tingkat akses terhadap kredit bagi masyarakat dan bisnis. Namun, pendekatan yang lebih hati-hati ini juga dapat membantu mencegah kemungkinan terjadinya gelembung kredit yang berlebihan dan krisis keuangan. Kebijakan moneter syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas mata uang dalam sebuah ekonomi.
Prinsip-prinsip utama kebijakan moneter syariah, seperti larangan riba, transparansi, keadilan, dan keseimbangan ekonomi, berperan penting dalam menjaga stabilitas mata uang. Larangan riba mempengaruhi suku bunga, kredit, dan inflasi, yang secara langsung memengaruhi nilai tukar mata uang. Transparansi dalam kebijakan moneter syariah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan mata uang, sementara keadilan dalam distribusi kekayaan menciptakan stabilitas sosial ekonomi yang berkelanjutan.
Prinsip keseimbangan ekonomi juga menjaga stabilitas mata uang dengan menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah secara keseluruhan mempromosikan stabilitas jangka panjang dalam sistem keuangan dan mata uang, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan stabilitas nilai tukar mata uang dalam jangka panjang (Ningrum et al., 2024)

5 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, kebijakan moneter memegang peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan keuangan syariah, meskipun ada tantangan dan hambatan dalam implementasinya. Kebijakan moneter yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan spekulasi, memberikan landasan yang jelas dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan berkelanjutan. 
Dengan memperhatikan stabilitas harga dan pengelolaan risiko secara konservatif, kebijakan moneter syariah berpotensi memperkuat sistem keuangan syariah, mendukung inklusi keuangan, dan memastikan distribusi kesejahteraan yang merata. Penerapan kebijakan moneter syariah dapat mendorong pertumbuhan keuangan syariah dengan cara mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan harga, serta meningkatkan kepercayaan investor dalam pasar keuangan syariah. 
Kebijakan ini juga berperan dalam menciptakan pasar yang lebih luas bagi produk-produk keuangan syariah, seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, kebijakan moneter syariah memerlukan dukungan dari regulasi yang kuat, pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat, serta pengembangan infrastruktur keuangan yang memadai. Tantangan seperti kurangnya pemahaman, keterbatasan regulasi, dan infrastruktur yang belum memadai harus diatasi agar kebijakan moneter syariah dapat berfungsi secara optimal. 
Secara keseluruhan, kebijakan moneter yang berbasis syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. Dengan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi tantangan yang ada, kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan keuangan yang lebih inklusif, stabil, dan berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan masyarakat Muslim, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah dan mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas.
Sebagai kesimpulan, kebijakan moneter yang berbasis syariah dapat memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik, regulasi yang mendukung, dan infrastruktur yang berkembang, kebijakan moneter syariah dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan stabil. Hal ini tidak hanya akan menguntungkan masyarakat Muslim, tetapi juga memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan menciptakan peluang ekonomi yang lebih adil dan merata. Oleh karena itu, penerapan kebijakan moneter berbasis syariah bukan hanya sebuah solusi praktis, tetapi juga merupakan upaya jangka panjang untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih baik dan berkeadilan.


Daftar Pustaka

Dini Abdianti, Anisa Restu, & Sholahuddin Al Ayyubi. (2023). Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Kewirausahaan Dan Manajemen Bisnis: Cuan, 1(2), 106–120. https://doi.org/10.59603/cuan.v1i2.20
Febrianti, P. F., Kuncoro, M. F. T., Irawati, D., Madura, U. T., Kamal, K., & Timur, J. (2024). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Stabilitas Perbankan Syari ’ Ah Di. 3(2).
Madura, U. T. (2024). Penerapan Kebijakan Moneter Islam Pada Sistem. 2(5).
Makassar, U. F., Latif, A., Wonggole, D. U., Palete, S., & Makassar, U. F. (2024). Keywords : 5(April), 14–27.
Meydina, S. H., Sya’bani, A., & Maulida, N. A. (2024). Efektifitas Pada Kebijakan Sistem Moneter Dalam islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (JIEM), 2(1), 689–693.
Mutmainah, A., Khairiyah, D. C., Nasution, H. R., Sambo, R. A., & Cahya, S. D. (2024). Kajian Peran Kebijakan Moneter Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Indonesian Research Journal on Education, 4(2), 567–573. https://doi.org/10.31004/irje.v4i2.613
Ningrum, D. P., Hasanah, S. A., Zaroh, Y., & Firdaus, N. (2024). Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Stabilitas Mata Uang. Jurnal Media Akademik, 2(6), 3031–5220.
Ulum, F. (2018). Progresifitas Regulasi Keuangan Syariah Di Indonesia. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 7(2), 419–443. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.419-443
Wahyunitasar, E. D., Sopingi, I., & Musfiroh, A. (2023). Analisis Peran Lembaga Keuangan
Syariah Dalam Perekonomian Indonesia. JIES Journal of Islamic Economics Studies volume.2,(2), 103–114.







